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KABUPATEN PURBALINGGA
NO URAIAN INDIKATOR TARGET | SATUAN | TW1 TW2 | TW3 TW4
2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TUJUAN "
Meningkatnya Realisasi Invrstasi Persentase Capaian Realisasi Investasi persen
100 25 50 75 100
SASARAN )
1.1. | Meningkatnya Iklim Inestasi Yang Kompetitif IKM Pelayanan Terpadu Satu Pintu angka
97,00 - - - 97,00
A | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM
PENANAMAN MODAL
Terwujudnya kerjasama penanaman modal Persentase LOI yang ditindaklanjuti persen
100 25 50 75 100
1 | Penetapan Pemberian Fasilitasi/Insentif di
Bidang Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Terlaksananya fasilitasi kemitraan Persentase LOI persen
28,57 - 28,57
a | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai
Pemberian Fasilitasi/Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal
Ditetapkanya kbiakan daerah dalam Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam
pemberian fasilitasi/insentif dan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan 1 dokumen | - 1 -

kemudahan penanaman modal

Penanaman Modal




Fasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh
pemerintah kabupaten/kota

Terlaksananya kemitraan antara usaha

Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha

besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah 2 dokumen | - 1 2
daerah
Pembuatan Peta Potensi Investasi
Kabupaten/Kota
Terlaksananya pembuatan peta potensi Jumlah bidang usaha terpetakan menurut bidang
investasi potensi 1 usaha | 25 50 75 100
a | Penyusunan Rencana Umum
Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota
Tersusunnya Peraturan Daerah Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana
Rencana Umum Penanaman Modal Umum Penanaman Modal Daerah 1 dokumen | - - 1
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
b | Penyusunan peta potensi investasi
kabupaten/kota
Tersusunya Peta Potensi Investasi Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota 1 dokumen | - 1 -
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
Meningkatnya kepeminatan penanaman modal Persentase kepeminatan investasi persen
100 25 50 75 100
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi
Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya promosi penanaman modal Persentase perusahaan yang mengikuti promosi persen
penanaman modal 100 25 50 75 100

Penyusunan Strategi Promosi
Penanaman Modal




Tersusunya Strategi Promosi
Penanaman Modal Yang Menjadi
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman
Modal Kab/Kota

dokumen

b | Pelaksanaan kegiatan promosi
penanaman modal daerah
kabupaten/kota

Terlaksananya Kegiatan Promosi
Penanaman Modal Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi
Penanaman Modal Kabupaten/Kota

dokumen

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Meningkatnya pelaku usaha yang memperoleh
izin berusaha sesuai ketentuan

Persentase pemenuhan persyaratan perizinan
usaha sesuai ketentuan

25

persen

25

1 | Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di
Bidang Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Meningkatnya pelayanan penerbitan izin
usaha

Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh
1zin

99

persen

99

a | Penyediaan pelayanan perizinan
berusaha melalui sistem perizinan
berusaha berbasis resiko terintegrasi
secara elektronik

Tersedianya Pelayanan Perizinan
Berusaha Melaui Sistem Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi
Secara Elektronik

Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan
Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi
secara Elektronik

12.116

pelaku
usaha

3.000

6.000

9.000

12.116

b | Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan
pelaporan di Bidang perizinan berusaha
berbasis resiko

Terlaksanaya Pemantauan, Analisis,
Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi
Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha

Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat
pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan
di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan
Usaha Dari Pelaku Usaha

13

kegiatan
usaha

13




PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha Persentase kepatuhan pelaku iusaha persen
100 25 50 75 100
1 | Kegiatan Pengandalian Pelaksanaan
Penanaman Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Terlaksananya fasilitasi (penyelesaian Persentase Penyelesaian persen
permasalahan/hambatan, bintek, Permasalahan/Hambatan yang Dihadapi Pelaku | 100 25 50 75 100
pengawasan) kepada pelaku usaha dalam Usaha dalam Merealisasikan Usaha
merealisasikan usaha
a | Penyelesaian permasalahan dan
Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha
Dalam Merealisasikan Kegiatan
Usahanya
Terlaksananya Penyelesaian Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan kegiatan
Permasalahan dan Hambatan yang Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam 8 usaha | 3 6 8
dihadapi Pelaku Usaha Dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
Merealisasikan Kegiatan Usahanya
b | Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha
Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti pelaku
Sosialisasi Implementasi Perizinan Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi 200 usaha 100 200 -
Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Pengawasan Perizinan Berusaha Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis
Berbasis Risiko Risiko
¢ | Pengawasan Penanaman Modal
Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang kegiatan
Data, Profil dan Informasi Kegiatan Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan | 44 usaha | 20 45 -

Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan
Terhadap Kegiatan serta Evaluasi
Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan
Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha

Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan
Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi
Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan
Berusaha

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN
SISTEM INFORMAS| PENANAMAN MODAL




Meningkatnya pengelolaan data dan informasi Perseentase pengelolaan data dan informasi persen
penanaman modal penanaman modal 100 25 50 75 100
1 | Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi
Perizinan dan Non Perizinan yang
terintegrasi pada Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Terlaksananya pengelolaan sistem informasi | Persentase sistem informasi yang terkelola persen
100 25 50 75 100
a | Pengolahan, penyajian dan
pemanfaatan data dan informasi
perizinan dan non perizinan berbasis
sistem pelayanan perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik
Tersedianya Data dan Informasi Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis
Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha 16.264 dokumen | 3.500 8.000 12.500 | 16.264
Perizinan Berusaha Terintegrasi secara | Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah,
Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dikaji dan Dimanfaatkan
Dimanfaatkan
1.2. | Meningktanya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Nilai SAKIP DPMPTSP nilai
75,20 - 7520 | -
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
Meningkatnya kualitas perencanaan, Persentase dokumen perencanaan, persen
penganggaran dan pelaporan kinerja perangkat penganggaran dan laporan capaian kinerja yang | 100 25 50 75 100
daerah disusun sesuai ketentuan
Meningkatnya kualitas administrasi keuangan Persentase laporan administrasi keuangan yang persen
perangkat daerah disusun sesuai ketentuan 100 25 50 75 100
Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya | Persentase pengelolaan barang milik daerah persen
penunjang perangkat daerah sesuai ketentuan 100 25 50 75 100




Persentase pemenuhan layanan kepegawaian, persen
administrasi umum dan jasa penunjang 100 25 50 75 100
Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan
evaluasi kinerja perangkat daerah
Tersusunnya dokumen perencanaan, Persentase Dokumen Perencanaan, persen
penganggaran dan pelaporan kinerja tepat Penganggaran dan Pelaporan Kinerja 100 25 50 75 100
waktu
a | Penyusunan dokumen perencanaan
perangkat daerah
Tersusunya dokumen perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat
perangkat daerah daerah (renja, rka) 2 dokumen | 2 - -
b | Evaluasi kinerja perangkat daerah
Terlaksananya evaluasi kinerja Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat laporan
perangkat daerah daerah (lkpj, Ippd, Ikjip, laporan rkpd ) 5 2 4 5
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah
Tersusunnya laporan admnistrasi keuangan Persentase laporan administrasi keuangan yang persen
tepat waktu tersusun tepat waktu 100 25 50 75 100
a | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan orang
tunjangan ASN 20 20 20 20 20
b | Penyediaan administrasi pelaksanaan
tugas ASN
Tersedianya administrasi pelaksanaan Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi
tugas ASN pelaksanaan tugas ASN 12 dokumen | 3 6 9 12

¢ | Koordinasi dan Pelaksana Akuntansi
SKPD




Terlaksananya koordinasi dan

Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan

pelaksanaan akuntansi SKPD akuntansi SKPD 12 dokumen | 3 9 12
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah
Tersusunnya laporan barang milik daerah Persentase laporan BMD yang disusun sesuai persen
sesuai ketentuan ketentuan 100 25 50 75 100
a | Penatausahaan Barang Milik Daerah

pada SKPD

Terlaksananya Penatausahaan Barang | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik laporan

Milik Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD 12 3 12
Kegiatan Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
Meningkatnya kapasitas ASN Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam persen

latihan 100 25 50 75 100

a | Pendidikan dan pelatihan pegawai

berdasarkan tugas dan fungsi

Teelaksananya Pendidikan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi orang

Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 4 -

dan Fungsi
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat
Daerah
Terpenuhinya layanan administasi umum Persentase laporan pemenuhan layanan persen

administrasi umum 100 25 50 75 100

a | Penyediaan komponen instalasi listrik/

penerangan bangunan kantor

Tersedianya Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi paket

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 12 3 12

Disediakan

b | Penyediaan bahan logistik kantor




Twrsedianya Bahan Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang

paket

Disediakan 12 3 6 9 12

¢ | Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang - undangan

Tewrsedianya Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan

Peraturan Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 dokumen | 3 6 9 12
d | Fasilitasi Kunjungan Tamu

Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu laporan

Tamu 12 3 6 9 12
e | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan

konsultasi SKPD

Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat | Jumliah Laporan Penyelenggaraan Rapat laporan

Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 3 6 9 12
f | Dukungan Pelaksanaan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik pada

SKPD

Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan

Sistem Pemerintahan Berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 12 dokumen | 3 6 9 12

Elektronik pada SKPD SKPD
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Terpenuhinya sarana prasarana kerja Persentase pemenuhan sarana prasarana kerja persen

100 25 50 75 100

a | Pengadaan peralatan dan mesin lainya

Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang unit

Disediakan 2 - 2 -

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah
Terpenuhinya jasa penunjang urusan Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang persen
pemerintahan daerah 100 25 50 75 100

a | Penyediaan jasa surat menyurat




Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat laporan

Menyurat Menyurat 12 3 6 9 12
b | Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, laporan

Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 3 6 9 12
¢ | Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Tersedianya Jasa Peralatan dan Jumiah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan laporan

Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 3 6 9 12
d | Penyediaan Jasa Pelayanan umum

Kantor

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan laporan

Kantor Umum Kantor yang Disediakan 12 3 6 9 12
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Terpenuhinya pemeliharaan barang milik Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD persen
daerah 100 25 50 75 100
a | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya

pemeliharaan, pajak dan perizinan

kendaraan dinas dan perizinan

kendaraan dinas operasional atau

lapangan

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau unit

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak 17 3 8 13 17

Kendaraan Kendaraan Dinas dan Perizinanya

Operasional atau Lapangan
b | Pemeliharaan peralatan dan mesin

lainya

Terelaksananya Pemeliharaan Peralatan | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang unit

dan Mesin Lainya Dipelihara 12 3 6 9 12

¢ | Pemeliharaan / Rehab gedung kantor




Terlaksananya Pemeliharaan/
Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
yang Dipelihara/Direhabilitasi

unit
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JADWAL MONITORING DAN PENGUKURAN KINERJA INTERNAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026

Uraian Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
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Pengumpulan
data pada
masing-
masing bidang
dan
sekretariat

Rapat
koordinasi
dalam rangka
monitoring,
evaluasi dan
pengumpulan
data kinerja
tribulanan

Penyusunan
laporan
capaian
kinerja
trtibulanan

Rapat
koordinasi dan
evaluasi
capaian
kinerja
semester |

Rapat
koordinasi dan
evaluasi
capaian
kinerja akhir
tahun
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